
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang universal, mengatur segala kehidupan 

manusia baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Salah satu 

contohnya masalah perkawinan. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada 

kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai 

pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan adalah suatu 

perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk 

membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan itu adalah suatu akad 

(perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. 

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon) 

di mana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia 

telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri 

untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat 

untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, 

menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan 

betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan 

kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia 
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harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu 

perkawinan.
1
 Sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21: 

نوَ كُ نْ   وَجوَ وَ وَ   مِ وَينْنْهوَ   مِتوَ نْ كُننْكُونْ   وَزنْ وَ جً   وَ نْنْ كُ مِ كُ نْ   مِ نْ   وَ كُ نْ   وَ وَ وَ   وَ نْ   وَ وَ امِ مِ   وَ مِ نْ     مِ وَ   مِ   مِ دَّ   وَ وَ نْوَ ً   وَووَ دَّ ً   نْوَينْنْ

  نْدَّتنْوَ وَ دَّركُ نْ   مِ وَونْ مٍ    يمِ 

 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. Ar-Rum: 21).
2
 

 

Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menyatukan 

laki-laki dengan perempuan dalam satu ikatan dan diharapkan dapat 

menimbulkan rasa cinta satu sama lain
3
 serta dapat menghasilkan keturunan

4
 

demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Namun demikian, dalam 

prakteknya pernikahan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Ada 

beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait dengan syarat dan rukunnya 

sebagaimana telah banyak dirumuskan oleh para ulama fiqih. 

Dalam konteks fiqih, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang 

memenuhi rukun dan syarat nikah. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah 

apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta dapat diakui sah 

                                                           
1
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta , Liberty, 

1982, Edisi Pertama),  2. 
2
 Departemen Agama RI, .Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Penerbit JART), 406. 

3
 Surat al-Rum, 21 

4
 Surat al-Nisa’, 1 
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secara hokum jika sudah di daftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Apabila 

syarat-syaratnya tidak lengkap dan tidak di daftarkan di KUA maka perkawinan 

tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari 

rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi 

batal. Dalm Agama Islam jika seseorang sudah memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan bisa melangsungkan pernikahan sebab ada hadits yang isinya tidak 

dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar.  

Adapun pernikahan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah adat istiadat dimana biasanya sebelum 

melakukan pernikahan yang sah menurut Undang-undang biasanya melakukan 

akad nikah sirri, yaitu dengan cara hanya melewati penghulu saja yaitu Kyai. 

Pernikahan tersebut diperbolehkan oleh Kepala Desa dengan jangka waktu tidak 

boleh lebih dari 3 bulan jika melewati lebih dari 3 bulan maka dari Kepala Desa 

tersebut memberikan sanksi berupa denda Rp 1,500,000 atau berupa pasir 1 truk 

dimana pasir tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa seperti jalan atau 

kepentingan lainnya. Denda tersebut merupakan efek jera dari masyarakat yang 

melakukan nikah sirri dengan tujuan supaya tidak sering terjadi perceraian. 

Nikah sirri di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 

merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat yaitu dengan beranggapan bahwa 

pernikahan yang lebih utama yaitu kepada Kyai yang lebih mengetahui seluk-

beluk pengetahuan Agama Islam yang sangat mendalam, selain itu pernikahan 
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yang dilakukan di Kyai biasanya masyarakat yang melakukan pernikahan 

mengundang masyarakat yang lain untuk selametan seperti, pembacaan yasin, 

menghatamkan Al-Qur’an sepuya pernikahan tersebut menjadi langgeng, 

menjadi keluarga yang saki<nah mawad{ah, warahmah sedangkan pernikahan 

untuk resminya secara tambahan yaitu dilakukan di KUA atau  di depan pegawai 

pencatat nikah. 

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan 

Agama atau di depan pegawai pencatat nikah merupakan  perkawinan yang 

ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perkawinan di luar 

Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah adalah perkawinan 

yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan Kantor Urusan 

Agama atau di depan pegawai pencatat nikah namun dilakukan secara langsung 

dan bersifat lisan antara suami dan istri serta penghulu dimana biasanya 

penghulu yang menikahkan adalah Kyai. Meskipun telah diatur dalam hukum 

perundang-undangan, perkawinan di luar Kantor Urusan Agama atau di depan 

pegawai pencatat nikah masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini 

seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan karena ketika melakukan proses pernikahan melewati 

Kyai  yaitu bukan Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah.  

Pada dasarnya, masyarakat Desa Ragang rata-rata menganggap bahwa 

pernikahan cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-
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dampak yang ditimbulkannya. Menurut mereka, keabsahan secara agama lebih 

penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Ragang berani 

menikah sirri meskipun pernikahan yang mereka lakukan tidak sah menurut 

hukum Negara.
5
 Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Ragang 

merupakan salah satu masalah hukum yang unik antara hukum agama dan hukum 

positif negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah 

penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. 

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis skripsi akan 

memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui deskripsi dan praktik 

pernikahan dengan menggunakan. Apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan 

dalam persepektif hukum Islam. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui 

dan mempelajari mengenai “Tinjauan Hukum Islam Pengenaan Denda Terhadap 

Nikah Sirri Yang Melewati 3 Bulan (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan)”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Melalui latar belakang yang telah peniliti paparkan tersebut di atas, 

terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti 

identifikasi, yaitu: 

                                                           
5
 Chasbullah, selaku modin di Desa Ragang, Wawancara, tanggal 8 September 2015. 
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1. Praktik pernikahan dengan nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 

bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

2. Akad yang digunakan dalam pernikahan dengan nikah sirri yang dikenakan 

denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

3. Alasan menggunakan nikah sirri di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan. 

4. Kebijakan penghulu/ Kyai sehingga menggunakan nikah sirri di Desa 

Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

5. Sebab dan akibat terjadinya praktik pernikahan dengan menggunakan nikah 

sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

6. Tanggapan masyarakat sekitar dan  keluarga terhadap praktik pernikahan 

dengan menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 

bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

7. Prosedur dan mekanisme terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan 

nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah agar lebih 

fokus  antara lain: 
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1. Sanksi terhadap nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di 

Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah  dalam penelitian ini sebagai berikut:   

1. Bagaimana sanksi terhadap nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 

bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi nikah sirri yang dikenakan 

denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit 

relevansi dengan penelian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan 

Akibat Hukumnya  (Studi Pendapat Masyarakat Desa Karang Laok Sampang 

Madura) ”. Skripsi tulisan Miftahurrohman, hasil dari penelitian ini 
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menujukkan bahwa dalam garis besarnya menurut pandangan masyarakat di 

Desa Karang Laok Sampang Madura dalam melakukan pernikahan tidak 

tercatat dalam pegawai akta nikah dalam artian yang terjadi di desa tersebut 

menggunakan pernikahan sirri sebagai pernikahan yang sah menurut 

pandangan masyarakat sekitar, berdasarkan pandangan tersebut peneliti 

memaparkan akibat hukumnya terhadap pernikahan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa .6 

2. Penelitian yang berjudul: ” Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta Menurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam”. Oleh Ni’matuz Zahroh. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya nikah sirri adalah sutu 

perbuatan hokum karena tidak tercatat langsung di kantor urusan agama 

dimana pernikahan tersebut dianalisis menurut hukum Islam dan hukum 

positif.
7
 

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang nikah 

sirri. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada 

praktik nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati batas 3 bulan dengan di 

                                                           
6
 Miftahurrohman, 2011, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya  (Studi 

Pendapat Masyarakat Desa Karang Laok Sampang Madura)” Skripsi, Fakultas Syari’ah , Universitas 

IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
7
 Ni’matuz Zahroh, 2011,  ” Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta Menurut Hukum Positif dan 

Hukum Islam”,  Skripsi, Jurusan Ahwalus Syahsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya. 
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Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menurut hukum Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum Islam terhadap sanksi nikah sirri 

yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan. 

 

F. Kegunanan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

yang berguna dalam dua aspek berikut : 

1. Teoritis  

a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

Ahwal al-Syahsiyah, khususnya terhadap sanksi nikah sirri yang 

dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan. 

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan 
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bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan nikah sirri yang 

dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan dalam hukum Islam. 

c. Mengembangkan disiplin ilmu hukum berkaitan dengan sanksi nikah sirri 

yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan. 

2. Praktis  

a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat lslam khususnya masyarakat 

yang melakukan praktik pernikahan dengan menggunakan nikah sirri 

yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum 

Islam. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum berkaitan dengan  

praktik pernikahan menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman serta menjaga terjadinya 

bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sanksi Nikah Sirri Yang Dikenakan Denda Jika Melewati 3 Bulan 



11 

 

 

(Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”. 

Penulis  perlu  memaparkan  pengertian  beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan 

mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.
8
 Orang yang terbebani 

hukum adalah seorang wanita dan laki-laki yang menikah sirri dan diajtuhi 

denda jika melewati 3 bulan. 

2. Nikah Sirri Yang Dikenakan Denda Jika Melewati 3 adalah: Dalam 

praktiknya yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan dimana mayoritas masyarakat Desa Ragang pernikahan dengan 

cara selalu dilakukan di luar KUA atau di depan pegawai pencatat nikah 

dimana biasanya untuk melakukan pernikahan di depan pegawai pencatat 

nikah melewati 3 bulan sehingga dari kelurahan memberikan denda jika 

melewati 3 bulan maka diberi denda yaitu unag Rp 1.500.000 atau berupa 

pasir 1 truk untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku pernikahan 

tersebut. 

3. Desa Ragang adalah:  Salah satu desa yang berada di Kabupaten pamekasan 

yang sangat terpencil dan sangat jauh dari keramaian kota dan mayoritas 

penduduknya adalah petani dan semua masyarakat berpendidikan rendah 

                                                           
8
 Institut Agama Islam Negeri  Sunan Ampel, Pengantar Studi Islam,  (Surabaya: IAIN Supel 2007), 

23.  
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tetapi untuk pengetahuan agama sangat kental karena rata-rata dari 

masyarakat adalah alumni pondok. 

 

H.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research), yaitu 

penelitian terhadap deskripsi dan praktik nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan. 

1. Data Yang Dikumpulkan 

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, 

maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

a. Data tentang sanksi dan  praktik nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan, yaitu berupa pasir atau uang Rp 1.500.000,00 yang 

dijadikan denda bagi masyarakat desa, selain itu pasangan suami istri 

yang tinggal satu rumah tetapi tidak mempunyai buku nikah. 

b. Dampak positif dan negatif nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

c. Prosedur sanksi nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan 

di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 
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d. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sanksi nikah sirri yang 

dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan. 

e. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi nikah sirri yang dikenakan denda 

jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber 

datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana 

data itu diperoleh.
9
 

a. Sumber Primer, yaitu sumber  yang dibutuhkan dalam memperoleh data 

yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data ini 

meliputi para pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan dengan 

menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan, 

yaitu pelaku praktik Siti Nur Hasanah dan Samsulah, tokoh masyarakat 

H. Maimun, dan tokoh agama Ghazali. 

b. Sumber Sekunder. Sumber yang diperoleh dari buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian ini, antara lain: 

1) Al-Qur’an dan Al-Hadis. 

2) Undang-Undang No 01 tahun 1974, Tentang Pernikahan 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108. 
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3) Kompilasi Hukum Islam 

4) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian antara lain: 

a. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka 

Setia, 2000. 

b. Anwar Harjono, Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979. 

c. Alhamdi HSA, Risalah Amani, Jakarta, 1989. 

d. Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 

Bulan Bintang, 1974. 

e. Toha Nasruddin, Pedoman Perkawinan Islam di Indonesia, 

Jakarta: Bulan Bintang, 1976. 

f. Mr Wirjono Prodjodikcro, Hukum Perkawinan di Indonesia, 

Bandung: Sumur, 1994. 

g. H Sulaiman Rasyd, Fiqih Islam, Bandung, PT Pustaka Amani, 

1998. 

h. Watjik Saleh K, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982. 

i. Soemiyarti, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang 

Perkawinan, Yogyakarta: Liberty 1982. 

j. H. Asro Sosroadjo, dan H.A Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di 

Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1981. 
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k. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Yayasan 

Penerbit j UI, 1974. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, 

penulis mengunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu merupakan proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
10

 Peneliti 

menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, 

yaitu untuk mengamati secara langsung yang melakukan praktik 

pernikahan dengan menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan. 

b. Interview (Wawancara) 

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam 

pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung 

dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, 

Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan 

penelitian.
11

 

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini 

adalah: Pihak-pihak yang terlihat dalam praktik pernikahan sirri yang 

                                                           
10

 Ibid., 145.  
11

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yokyakarta: Andi Offset, 1991), 193 
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dikenakan denda jika melewati 3 bulan, baik orang yang melakukan 

pernikahan, tokoh agama, dan semua masyarakat yang terlibat. 

c. Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, 

yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
12

 

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa sanksi terhadap nikah 

sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan, Desa Ragang Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolahan data antara lain: 
13

 

1. Editing, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini 

digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis 

dapatkan. 

2. Coding, yaitu: usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data 

untuk relevansi dengan tema riset. 

3. Organizing, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh 

dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

                                                           
12

 Ibid., 125. 
13

 Ibid., 235. 
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memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik 

pernikahan dengan menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda jika 

melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan 

mengumpulkan data tentang praktik pernikahan dengan menggunakan nikah 

sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan dan menganalisisnya berdasarkan analisis  

hukum Islam terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan nikah sirri 

yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Penulis menggunakan metode ini karena ingin 

memaparkan,menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian 

disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.  

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan 

metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan 

dari hasil penelitian yang ada di Desa Ragang. Kemudian diteliti sehingga 

ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang  terkait dengan 

praktik pernikahan dengan menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda 
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jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan 

memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan 

kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut: 

Bab pertama  merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, 

yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih 

dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan 

berikutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan 

Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan.  

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi 

dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari 

pembahasan  tentang Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun 

dan Syarat Pernikahan,  Macam-Macam Pernikahan,. Kedudukan Pernikahan dan 

Peran Pernikahan. 
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Bab ketiga merupakan  hasil penelitian  tentang a. Gambaran Umum 

Desa Ragang, antara lain: Letak Lokasi, Struktur atau Organisasi, Keadaan dan 

Adat Istiadat Masyarakat Desa Ragang, Deskripsi dan praktik pernikahan 

dengan menggunakan nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di 

Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.  

Bab keempat ini berisi tentang Analisis Terhadap sanksii nikah sirri yang 

dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan.  

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan 

dan Saran. 


